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Menimbang:    a  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   pasal   311   ayat   (1)

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2014   tentang  Pemerintah

Daerah   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-

Undang dan pasal  104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  12

Tahun  2019   tentang  Pengelolaan   Keuangan  Daerah,   Kepala

Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah    Tahun  iinggaran
2026    kepada    Dewan    Pervakilan    Rakyat    Daerah    untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b.  bahwa    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang    Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah   yang  diajukan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a,  merupakan perwujudan dari Rencana
Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam
Kebijakan  Umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakai
Pemerintah Daerah bersama Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

pada tanggal ... Bulan September  Tahun 2025.
c.  bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana   dimaksud

dalam   huruf  a  dan  huruf  b,   perlu   menetapkan   Peraturan
Daerah   tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun Anggaran 2026.



Mengingat  :    1.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan

Negara   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003

Nomor  47,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia

Nomor   4286)    sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020

tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   Stabilitas   Sistem
Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corortcz  VI"s  Diseczse

2019  (Covid-19)  dan/atau  dalam rangka menghadapi  ancaman

yang     membahayakan     Perekonomian     Nasional     dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negera Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  134,  Tambahan

I,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6516) ;

2.   Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004

Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia
Nomor   4355)    sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020

tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   Stabilitas   Sistem

Keuangan  untuk  Penangnan  Pandemi   Coronci   Vz.rws  Disease

2019  (Covid-19)  dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman

yang     membahayahan     Perekonomian     Nasional     dan/atau
Stabilitas      Sistem      Keuangan      Menjadi      Undang-Undang

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  134,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6516);

3.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem

Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

4.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2013    tentang Pembentukan

Daerah  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir    di  Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013       Nomor   22,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 5400) ;

5.   Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan

Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014

Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia



Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-

Undang   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 6856);

6.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    109    Tahun    2000    tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang

Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor 48,  Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      4502)

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun  2012  tentang Perubahan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2009  tentang Bantuan
Keuangan  Partai  Politik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2007  Nomor  18,  Tambahan Lembaran  Negara Republik

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83 Tahun  2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009    Tentang   Bantuan    Keuangan    Kepada    Partai    Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor  195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ) ;

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

10.Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2017    tentang

Pembinaan    dan    Pengawasan    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2017

Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia



nomor 6041);

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang  Hak

Keuangan   dan  Administrasi   Pimpinan   dan   Anggota   Dewan

Perwakilan    Rakyat    Daerah     (Lembaran    Negara    Repubhik

Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106)  sebagaimana  telah  diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun 2023 Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan   dan  Administrasi   Pimpinan   dan  Anggota   Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah     (Lembaran     Negara    Republik

Indonesia Tahun  2023  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847;

12.Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun     2019     tentang

Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13.Peraturan    Pemerintah    Nomor    37    Tahun    2023    Tentang
Pengelolaan   Dana   Transfer   ke   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2023    Nomor    loo,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62  tahun 2017 tentang

Pengelompokan      Kemampuan      Keuangan      Daerah      serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata   Cara   Penghitungan,    Penganggaran    Dalam   Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib   Administrasi
Pengajuan,    Penyaluran,    dan    Laporan    Pertanggungjawaban
Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah

diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Nomor   78   Tahun   2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib
Administrasi       Pengajuan,       Penyaluran,       dan       Laporan
Pertanggunedawaban   Penggunaan   Bantuan   Keuangan   Partai
Politik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor

1777);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  14 Tahun 2025 tentang

Pedoman    Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah Tahun Anggaran  2026  (Berita Negara Negara  Republik

Tahun 2025 Nomor 727);

18. Peraturan   Daerah    Kabupaten   Penukal   Abab   Lematang   Ilir
Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Penukal   Abab   Lematang   Ilir
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan I.embaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.    Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Ifmatang Ilir.
2.    Pemerintah     Kabupaten     adalah     Bupati     sebagai     unsur

penyelenggara     Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3,    Dewan  Perwckilan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya  disingkat
DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir.

4.    Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

5.    Sekretaris    Daerah    adalah    Sekretaris    Daerah    Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

6.   Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah
dalam   rangka   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   yang



6.   Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah
dalarn   rangka   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   yang
dapat dinilal dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan   yang   berhubungan   dengan   hak   dan   kewajiban
daerah tersebut.

7.   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,    selanjutnya
disingkat     APBD     adalah     rencana     keuangan     tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah   daerah   dan   DPRD,   dan       ditetapkan   dengan
Peraturan Daerah.

8.   Perangkat   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat   PD   adalah
Perangkat  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah  selaku  pengguna
anggaran/ pengguna barang.

9.   Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah
Bupati   yang   karena   jabatannya   mempunyal   kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

10.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD  adalah kepala satuan  kerja pengelola keuangan  daerah

yang mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan APBD  dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11.  Bendahara  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat    BUD
adalah    PPKD    yang    bertindak    dalam    kapasitas    sebagai
Bendahara Umum Daerah.

12.  Unit    kelja    adalah    bagian    dari    Perangkat    Daerah   yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

13.  Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    yang
selanjutnya  disingkat  RPJMD  adalah  dokumen  perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

14.  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,  selanjutnya disebut
Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah   (RKPD),  adalah  dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1  (satu) tahun.
15.  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah yang  selanjutnya  disingkat

TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin   oleh   Sekretaris   Daerah   yang   mempunyai   tugas
menyiapkan   serta   melaksanakan   kebijakan   Bupati   dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat

perencana  daerah,  PPKD  dan  pejabat  lainnya  sesuai  dengan
kebutuhan.



16.  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan   pembiayaan   serta   asumsi   yang   mendasarinya   untuk

periode  1 (satu) tahun.
17.  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang    selanjutnya

disingkat   PPAS   adalah   rancangan   program   prioritas   dan

patokan   batas   maksimal   anggaran  yang   diberikan   kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

18.  Pra   Rencana   Kerja   dan   Anggaran   SKPD   yang   selanjutnya

disingkat   Pra   RKA-SKPD   adalah   rancangan   Rencana   Kerja

Pemerintah   Daerah   yang   berisi   rencana   pendapatan   dan
rencana belanja program dan kegiatan SKPD.

19.  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD  adalah  dokumen  perencanaan  dan pengangggaran

yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program
dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

cO.  Rencana   Kerja   dan   Anggaran   Pejabat   Pengelola   Keuangan

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD  adalah rencana
kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

21.  Program  adalah  penjabaran  kebijakan  SKPD  dalam  bentuk
upaya    yang    berisi    satu    atau    lebih    kegiatan    dengan
menggunakan  sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

22.  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan  oleh
satu  atau  lebih  unit  kelja  pada  SKPD  sebagai  bagian  dari

pencapaian  sasaran  teruinir  pada  suatu  program  dan  terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang
berupa   personil    (sumber    da.ya    manusia),    barang    modal

termasuk peralatan dan teknologi,  dana,  atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber.

23.  Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

24.  Belanja  Daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah    yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

25.  Surplus    Anggaran    Daerah    adalah    selisih    lebih    antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.



26.  Defisit    Anggaran    Daerah    adalah    selisih    kurang    antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.
27.  Pembiayaan   Daerah   adalah   semua  penerimaan  yang  perlu

dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima
kembali,    baik   pada   tahun   anggaran   yang   bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

28.  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat
SiLPA     adalah     selisih     lebih     realisasi     penerimaan     dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.  Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran   SKPD   yang   selanjutnya

disingkat     DPA-SKPD     adalah     dokumen     yang     memuat

pendapatan   dan   belanja   yang   digunakan    sebagai    dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

30.  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  Pejabat  Pengelola  Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen

pelaksanaan    anggaran    SKPKD    selaku   Bendahara   Umum
Daerah.

Pasal 2
APBD   terdiri   atas   pendapatan   daerah,    belanja   daerah,   dan

pembiayaan daerah.
APBD  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  llir  Tahun  Anggaran

2026 berjumlah Rp.1.149.598.092.102,-(satu triliun sera.tus empat

puluh  sembilan  miliar  lima  ratus  sembilan  puluh  delapan  juta
sembilan   puluh   dua   ribu   seratus   dua   rupiah),   terdiri   atas

pendapatan   daerah,   belanja   daerah,   dan   pembiayaan   daerah
dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah     Rp.948.807.588.689,-

b. Belanja Daerah               Rp.1.149.598.092.102,-

Defisit/Surplus               (Rp.   200.790.503.413),-

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan                 Rp. 200.790.503.413,-
2. Pengeluaran               Rp.                          0,00,-

Pembiayaan Netto         Rp. 200.790.503.413,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.O,-



Pasal 3
Pendapatan  Daerah  Tahun Anggaran  2026  direncanakan  sebesar
Rp.948.807.588.689,-  (sembilan ratus empat puluh  delapan  miliar

delapan  ratus  tujuh juta lima ratus  delapan  pulul  delapan  ribu
enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) , yang bersunber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4
(I)  Anggaran   Pendapatan   asli   daerah   sebagaimana   dimaksud

dalam       Pasal       3       hunrf      a       direncanakan       sebesar
Rp.77.530.727.634,-  (tujuh  puluh  tujuh  miliar  lima  ratus  tiga

puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)  Pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a
direncanakan sebesar Rp.44.512.657.294,-(empat puluh empat

miliar lima ratus dua belas juta enam ratus lima' puluh tujuh
ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3)  Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf b
direncanakan  sebesar  Rp.6.636.517.840,-  (enam  miliar  enam

ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan
ratus empat puluh rupiah).

(4)  Hasil    pengelolaan    kehayaan    daerah    yang    di    pisahkan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan
sebesar   Rp.1.600.00o.000,-    (satu   midr:   enan   ratus   juta
rupiah).

(5)  Lain-lain   pendapatan   asli   daerah   yang   sah   sebagaimana
dimaksud   pada    ayat    (1)    huruf   d    direncanakan    sebesar
Rp.24.781.552.500,-   (dua   puluh   empat   miliar   tujuh   ratus

delapan  puluh  satu juta lima ratus  lima puluh  dua ribu lima
ratus rupiah).
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Pasal 5

(1)  Pendapatan   transfer   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   3
huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.841.609.099.000,-  (delapan

ratus   empat   puluh   satu   miliar   enam   ratus   sembilan  juta
sembilan puluh sembilan ribu rupiah) , yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2)  Pendapatan transfer pemerintah pusat  sebagaimana dimaksud
pada       ayat       ( 1 )       huruf       a       direncanakan       sebe sar
Rp.799.309.099.000,-     (tujuh  ratus  sembilan  puluh  sembilan

miliar  tiga  ratus  sembilan juta  sembilan  puluh  sembilan  ribu
rupiah).

(3)  Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1)   huruf  b   direncanakan   sebesar  Rp.42.300.000.000,-

(empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6
Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  3  huruf c  direncanakan  sebesar  Rp.29.667.762.055,-

(dua  puluh  sembilan  mhiar  enam  ratus  enam  puluh  tujuh juta
tujuh  ratus  enam puluh  dua ribu  lima puluh lima rupiah), yang
terdiri    atas    Lain-lain    Pendapatan    Sesuai    dengan    Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun   anggaran      2026      direncanakan
sebesar  Rp.1.149.598.092.102,-(satu  triliun  seratus  empat  puluh

sembilan  miliar lima ratus sembilan puluh  delapan juta sembilan

puluh dua ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
a, belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1)  Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.863.601.525.145,-  (delapan

ratus enam puluh tiga miliar enam ratus satu juta lima ratus
dua  puluh  lima  ribu  seratus  empat  puluh  lima  rupiah),  yang
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terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c,  belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e.  belanja bantuan sosial.

(2)  Belanja pegawai sebagainana dimaksud pada ayat  (1)  huruf a
direncanakan   sebesar  Rp.532.628.878.396,-   (lima   ratus   tiga

puluh dua miliar enam ratus  dua puluh delapan juta delapan
ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam
rupiah).

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.312.992.020.125,-(tiga ratus

dua belas  miliar sembilan ratus  sembilan puluh dua juta dua

puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
(4)  Belanja  subsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c

direncanakan  sebesar  Rp.25.000.000,-   (dua  puluh  lima  juta

rupiah).

(5)  Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d
direncanakan    sebesar    Rp.9.660.626.624,-    (sembilan    miliar

enam ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu
enam ratus dua puluh empat rupiah).

(6)  Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf   e   direncanakan   sebesar   Rp.8.295.000.000,-   (delapan

miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah.).

Pasal 9

(1)  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.164.681.775.782,-   (seratus

enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta
tujuh ratus  tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan  puluh
dua rupiah.), yang terdiri atas:
a. belanja Modal Tanah
b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.  belanja modal aset lainnya.
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(2)  Belanja  Modal  Tanah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.303.250.019,-(tiga ratus tiga

juta dua ratus lima puluh ribu sembilan belas rupiah).
(3)  Belanja  modal  peralatan  dan  mesin  sebagainana  dimaksud

pada       ayat       ( 1 )       huruf       b       direncanakan       sebesar
Rp.19.095.595.200,- (sembilan belas miliar sembilan puluh lima

juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
(4)  Belanja  modal  gedung  dan  bangunan  sebagaimana  dimaksud

pada       ayat       ( 1 )       huruf       c       direncanakan       seb e sar
Rp.36.816.166.781,-   (tiga   puluh   enam   miliar   delapan   ratus

enam  belas juta  seratus  enam  puluh  enam  ribu  tujuh  ratus
delapan puluh satu rupiah).

(5)  Belanja    modal   jalan,    jaringan,    dan    irigasi    sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   d    direncanakan    sebesar
Rp.102.669.498.782,-   (seratus   dua  miliar   enam   ratus   enam

puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

(6)  Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.730.765.000,-   (lima

miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima
ribu rupiali).

(7)  Belanja  Modal Aset Lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1)  huruf f direncanakan  sebesar Rp.66.500.000,-  (enam puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran   belanja  tidak  terduga   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal   7   huruf  c   direncanakan   sebesar   Rp.3.500.000.000,-   (tiga

miliar  lima  ratus  juta     rupiah),  yang  terdiri  atas  belanja  tidak
terdu8a.

Pasal  1 1

( 1 ) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf  d   direncanakan   sebesar  Rp.117.814.791.175,-   (seratus

tujuh  belas  miliar  delapan  ratus  empat  belas juta  tujuh  ratus
sembilan  puluh  satu  ribu  seratus  tujuh  puluh  lima  rupiah),

yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil;

b. belanja bantuan keuangan.
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan  sebesar  Rp.3.958.471.175,-(tiga  miliar  sembilan

ratus  lima  puluh  delapan juta  empat  ratus  tujuh  puluh  satu
ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf  b   direncanakan   sebesar  Rp.113.856.320.000,-   (seratus

tiga belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus
dua puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar   Rp.200.790.503.413,-    (dua   ratus    miliar   tujuh    ratus

sembilan  puluh juta  lima  ratus  tiga  ribu  empat  ratus  tiga  belas
rupiah) , yang terdiri atas:

a.   penerimaan pembiayaan; dan
b.   pengeluaran pembiayaan

Pasal  13

Anggaran  penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  12 huruf a direncanakan sebesar Rp.200.790.503.413,-(dua

ratus  miliar tujuh  ratus  sembilan  puluh juta lima ratus  tiga ribu
empat   ratus   tiga   belas   rupiah),   yang   terdiri   atas   Sisa   lebih

perhitungan ariggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal  14

Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.O,00,- (Nol Rupiah).

Pasal  15

(1)  Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerah  dengan  anggaran
belanja    daerah    mengakibatkan    terjadinya    surplus/(defisit)
sebesar  (Rp.200.790.503.413),-   (dua  ratus  miliar  tujuh  ratus

sembilan puluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus tiga belas
rupiah).

(2)  Pembiayaan     neto     yang     merupakan     selisih     penerimaan

pembiayaan  terhadap  pengeluaran  pembiayaan  direncanakan
sebesar  Rp.200.790.503.413,-   (dua  ratus   miliar  tujuh  ratus

sembilan puluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus tiga belas
rupiall).
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Pasal 16

(1)  Dalam    keadaan    darurat    termasuk    keperluan    mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakuhan pengeluaran yang belum
tersedia   anggarannya   dan/atau   pengeluaran   melebihi   pagu

yang ditetaphan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun anggaran
2026,  dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan    pemberitahuan    kepada    Pimpinan    DPRD    selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2)  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam,  bencana non-alam,  bencana  sosial  dan/atau

kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c, kerusakan    sarana/prasarana    yang    dapat    mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(3)  Keperluan   mendesak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
meliputi:

a.kebutuhan     daerah     dalam     rangka     pelayanan     dasar
masyarakat yang  anggarannya  belum  tersedia  dalam  tahun
anggaran belj alan ;

b. belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat   dan   belanja  yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran  daerah yang berada dfluar  kendali  Pemerintah
Daerah   dan  tidak  dapat  diprediksikan   sebelumnya,   serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran   daerah   lainnya   yang   apabila   ditunda   akan
menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah
Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal  17

Uraian  lebih  lanjut  anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantuln dalam Lanpiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini terdiri dari:



1.  Lanpiran  I

2  Lampiran 11

3  Irampiran Ill

4.  Lampiran IV

5  Lampiran V

6  Lampiran VI
7.  Lampiran VII

a  Lampiran VIII

9.  Irampiran IX

10. I,anpiran X

11. Lampiran XI

12 Lanpiran XII

ra Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15 Lampiran AV

16 Lampiran XVI

15

Ringkasan   APBD   yang   Diklasifikasi   Menurut

Kelompok  dan  Jenis  Pendapatan,  Belanja,  dan
Pembiayaan;
Ringkasan   APBD   yang   Diklasifikasi   Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian   APBD   menurut   Urusan   Pemerintahan
Daerah,    Organisasi,    Program,    Kegiatan,    Sub

Kegiatan,  Kelompok, Jenis Pendapatan,   Belanja,
dan Pembiayaan ;
Rekapitulasi        Belanj a        Menurut        Urusan
Pemerintahan    Daerah,     Organisasi,     Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta

Keluaran;
Rekapitulasi  Belanja  Daerah  Untuk  Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi  Dalam  Kerangka  Pengelolaan  Keuangan
Ne8ara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkrohisasi    Program    pada    RPIJMD    dengan

Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi   Program   Prioritas   Nasional   dengan
Prograln Prioritas Daerah;

Daftar  Jumlah  Pegawai  Per  Golongan  dan  Per
Jabatan;
Daftar Piutang Daerah ;
Daftar  Penyertaan  Modal  Daerah  dan  Investasi
Daerah Lainnya;
Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (MLt!ti gears)
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18

Bupati menetapkan  Peraturan  Bupati  Penukal Abab  Lematang Ilir
tentang  Penjabaran  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
sebagal landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan    Daerah    dengan    penempatannya    dalam    Lembaran
Daerah.

Ditetaphan di Talang Ubi

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal   ?c>  Pe5ember    2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENURAL ABAB LEMATANG ILIR,

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025NOMOR   G

NOMOR     REGISTER     PERATURAN     DAERAH     KABUPATEN     PENUKAL     ABAB
LEMATANG ILIR (frG4¢gS)
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LAMPI- I
PERATURAN DAERAH (PERDA|

KABUPATEN PENUIIAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.A DAERAII

TAIIUN ANGGARAnr 2o26

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG

DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK

DAN JENIS

PEMERINTAII KABUPATBN PENUIIAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026



Lampiran  I :        Peraturan  Daerah

Nomor ; 6 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025.

RABuPATEN PENURAL ABAB LEMATANG ILIR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFllIASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE UIINAN JUMLAH (Ftp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77.§30.727.634,00

4.1.01 Pajak Daorah 44.512.657.294.00

4.1.02 Retribusi Daerah 6.636.517.840.00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekeyaan  Daerah  yang Dipisahken 1.600.000.000,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 24.781.552.500,00

4.2 PENDAPATAN TRAIISFER 841.cog.099.000.00

4.2.01 Pondapatan Transfer Pomorintah Pusat 799.309.099.000.00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 42.300.000.000,00

4.3 LAIN-LAIN PEN DAPATAN DAERAl+ YANG SAli 29.ce7.762.o55,oo

4.3.03 Lai n-lain Pondapatan Sesilai dengan Ketontuan Peraturan Perundang-Undangan 29.687.762.055.00

Jumlah Pendapatan 94e.807.588.689,OO

5 BELANJA DAERAl1

5.1 BELAl.JA OPERAsl 8cO.601.525.145,00

5.1.01 Belanj8 Pegawai 532.628.878.396,00

5.1.02 Belanja Barang dan J8sa 312.992.020.125,00

5.1.04 Belanja Siib§idi 25.000.000,00

5,1.05 Belanja Hibah 9.660.626.624,00

5.1.06 BeLanja Bantuan So§fal 8.295.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL 1164.681.775.782,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 303.250.019,00

5.2.02 Belanja Modal Poralatan dan  Me9in 19.095.595.200,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan  Bangunan 36.816`166.781,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan  lrigasi 102,669.498.782,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.730,765.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Leinnya 66.500.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDLICA 3.500.000.000.00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00

5.4 BELJ"JATR^N§FEFt 117.814.791.175,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.958.471.175,00

5.4.02 Bolanja Bantuan Keuangan 113.856.320.000.00

SIPD-Rl    aicetak pada  2026-01-0613 44,5'2 Halaman  1



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

Jumlah B®lan|a 1.149.598.092.102,00

Total SLirplug/(Irmslt) -200.790.503.413,00

6 PEMBIAYAAl`l DAEIRAll

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN ZOO.790.503.413,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 200.790.503.413,00

Ju mlah Ponerimaen Pemblayaen 200.790.503.413,00

Jumlah Pengoluaran P®mblayaen 0,00

Pomblayaan Motto ZOO.790.503.413,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI  .  dic8tak pac!a  2026-01-0613 44.52 Halaniar\ 2
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